BAB III
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Bengkulu
Dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia terdapat
tiga pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan
yudikatif (kehakiman) berkaitan dengan kekuasaan kehakiman,
dalam pasal 24 undang-undang dasar 1945 (perubahan)
undang-undang nomor 4 tahun 2004, ditegaskan bahwa
kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah
agung dan badan- badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi®?.
Peradilan tata usaha negara (PERATUN) merupakan
lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai
dengan disahkannya undang-undang nomor 5 tahun 1986 pada
tanggal 29 desember 1986, adapun tujuan dibentuknya
peradilan tata usaha negara (PERATUN) adalah untuk
mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang
sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin
kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin

terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras

62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
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antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para
warga masyarakat dengan terbentuknya peradilan tata usaha
negara (PERATUN) menjadi bukti bahwa indonesia adalah
negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,
kepastian hukum dan hak asasi manusia (HAM).

B. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu
1. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu

Pengadilan Tata Uasaha Negara (PTUN) Bengkulu
terletak di Jl. R.E Martadinata No. 01 Sumber Jaya,
Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memiliki beberapa
bidang untuk para pegawai yang ada di sana yaitu:, bidang
umum, bidang kepegawaian, bidang hukum, bidang hakim,
bidang kepaniteraan, bidang IT dan gedung pengadilan tata
usaha Negara Bengkulu. Pengadilan tata usaha Negara
Bengkulu adalah lembaga pengadilan yang berkedudukan
di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kekuasaan provinsi Bengkulu®.

Pengadilan tata usaha negara (PTUN) Bengkulu
merupakan salah Satu dari ptun yang didirikan berdasarkan
Keputusan Presiden RI No 2 Tahun 1997 tentang
pembentukan ptun begitupun dengan ptun lainnya

diantaranya ptun Aceh, Pekan Baru, Jambi, Palangkaraya,

6 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Sejarah Singkat PTUN
Bengkulu, diakses melalui https://ptun-bengkulu.go.id pada 26 Juni,2025.10.00
WIB
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Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan dll. Sedangkan
Peresmian Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
pada tanggal 29 Oktober 1998 oleh Menteri Kehakiman.
Pada awal beroperasinya tersebut yang menjabat sebagai
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah
Murni Waliulu, SH. dan sampai sekarang ketua berganti 14
kali dan saat ini Ketua Pengadilan di jabat oleh bapak Edi
Septa Surhaza, S.H., M.H%.

Terbentuknya ptun Bengkulu tidak dapat dilepaskan
dari proses pembentuka. Peradilan Tata Usaha Negara
(PERATUN) di Indonesia, yang berawal dari lahirnya
Undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang perdilan Tata
Usaha Negara®® yang diundangkan pada Tanggal 29
Desember 1986, namum peradilannya baru dibentuk dan
beroperasi setelah lima tahun kemudian hal mana
disebutkan di dalam bab VII ketentuan penutup, Pasal 145
beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut :
“..Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan
lingkungan  peradilan  yang baru, yang pembentukannya
memerlukan perencanan dan persiapan yang matang oleh
pemerintah mengenai prasarana dan sarana baik material maupun

personil oleh karna pembentukan Peradilan di lingkungan

64 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Sejarah Singkat PTUN
Bengkulu, diakses melalui https://ptun-bengkulu.go.id pada 26 Juni,2025.10.00
WIB
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Peradilan tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan secara
sekaligus tetapi secara bertahap..”

Setelah Undang undang ini diundangkan, perlu bagi
pemerintah mengadakan persiapan seperlunya untuk
mengakamodasikan hal tersebut maka penerapan undang-
undang ini secara bertahap dalam waktu selambat-
lambatnya lima Tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan diatur dengan Peraturan pemerintah. Sesuai
dengan amanat UU No.5 Tahun 1986 tersebut, Maka pada
tanggal 14 Januari 1991 Pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU
No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN, vya sekaligus
merupakan awal beroperasinya PERATUN di Indonesia
untuk menandai tonggak sejarah tersebut maka tanggal 14
Januari dijadikan sebagai HUT PERATUN yang diperingati
setiap tahun oleh segenap jajaran Peratun PERATUN di
seluruh Indonesia.

Sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi PERATUN
sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan terhadap penegakan Tata Usaha
Negara, maka ptun Bengkulu dalam Usia yang ke-26 tahun
(sejak 1998 s/d Oktober 2024), hingga rata-rata perkara per

tahun dengan jenis kasus bervariasi antara lain adalah kasus
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Kepegawaian, Perizinan, Lelang, Pilkada, Pertanahan, dan
Lain-lain®®.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara
dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang merupakan
pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan
mahkamah konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-
cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah agung menyatakan
badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha tata usaha negara. negara®’.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah
Agung RI, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bengkulu
juga memiliki tugas untuk berperan serta secara aktif dalam
pencapaian program-program yang dicanangkan oleh
Mahkamah Agung.

2. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

% Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Sejarah Singkat PTUN
Bengkulu, diakses melalui https://ptun-bengkulu.go.id pada 26 Juni,2025.10.00
WIB

67 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Sejarah Singkat PTUN
Bengkulu, diakses melalui https://ptun-bengkulu.go.id pada 26 Juni,2025.10.00
WIB



https://ptun-bengkulu.go.id/
https://ptun-bengkulu.go.id/

68

a. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yaitu
Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Yang Agung.

b. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu:

1) Mewujudkan peradilan yang sederhana cepat dan
biaya ringan, transparan serta modern.

2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada
masyarakat

3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang
efektif dan efisien

4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen
peradilan yang efektif dan efisien

5) Mengupayakan Tersedianya Sarana Dan Prasarana
Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku®.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN) Bengkulu

a. Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Bengkulu yaitu sebagai berikut :

1) Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu (PTUN Bengkulu), dengan
berpedoman pada Undang-Undang Nomor:5 Tahun

¢ Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Sejarah Singkat PTUN
Bengkulu, diakses melalui https://ptun-bengkulu.go.id pada 26 Juni,2025.10.00
WIB
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1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan
ketentuan dan ketenuan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-
petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia
(Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA,
dll)

Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang
berwenang.

Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
(PTUN Bengkulu), seiring peningkatan integritas
moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya
Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya
putusan-putusan  yang dapat  dipertanggung
jawabkan menurut hukum dan keadilan, serta
memenuhi  harapan para pencari keadilan
(justiciabelen).

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga Peradilan guna meningkatan dan
memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan

Lembaga Peradilan, sebagai benteng terakhir
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tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan
Undang-Undang Dasar 1945.

5) Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang
organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu, sesuai Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor:KMA /012/SK/111/1993, tanggal 5 Maret 1993
tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara.

6) Membina calon hakim dengan memberikan bekal
pengetahuan di bidang hukum dan administrasi
peradilan tata usaha negara agar menjadi hakim yang
profesional.

7) Melakukan pembinaan pejabat struktural dan
fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut
administrasi, tekhnis, yustisial maupun administrasi
umum.

8) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku hakim dan pegawai lainnya;
menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara
dibidang kehakiman®.

b. Data informan

¢ Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Sejarah Singkat PTUN
Bengkulu, diakses melalui https://ptun-bengkulu.go.id pada 26 Juni,2025.10.00
WIB
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No. | Nama Jabatan Keterangan
1. | Fika, SH | Paralegal/ Petugas | Pos Bantuan
Posbakum Hukum PTUN
Bengkulu
2 Edi Septa | Ketua PTUN Bengkulu
Surhaza,
S.H., M.H.
3. | Sri Panitra dan Panitra | PTUN Bengkulu
Sumirat, Muda
SH dan
Ari
Prabowo,
S.H,M.H
4. | Sutareo Staf Administrasi PTUN Bengkulu
areko
5. | Lisa Masyarakat/Penggugat | Pernah
berperkara di
PTUN Bengkulu
6. | Randa Masyarakat/Penggugat | Pernah
berperkara di
PTUN Bengkulu
7. |Iskandar | Masyarakat/Penggugat | Pernah
berperkara di
PTUN Bengkulu
8. | Haryadi | Masyarakat/Penggugat | Pernah
berperkara di
PTUN Bengkulu
9. | Pitriyani | Masyarakat/Penggugat | Pernah
berperkara di

PTUN Bengkulu
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Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

KETUA
EDI SEPTA SURHAZA, SH, MH
HAKIM NIP. 19609208150
T, ATNT FARA, STT I

NIP.28325 2017122060

@

ANGGIAN PETTER
DOLLYSIUMEANG,.S.H.,M.Kn

AID 1001

>

DONA PRATAMA JONAIDI,.S.H,.M.H
NIP 100412142022031004

LUSINDA PANJAITAN, SH, MH
NIP. 19750823200112288

w

SELEXTA APRILIANI, S.H,M.H
NIP. 199604042022032011

PANITRA

[

SATYO ALFIYAN ADHYAKSA, S.H
NIP. 199606022022031004

L

INDRA JAYA NATA,. S.H.
NIP. 199806192022031009

ELISANUR CHARITAS,. S.H.
NIP. 199808072022032008

. DWI GUSTIANI FAZSAH,. S.H.

NIP. 199808182022032005

ARI PRABOWO, S.H,. M.H
NIP. 197310301998031002

PANMUD PERKARA

PANMUD HUKUM

ERWIN,. S.H

NIP. 197504151999031004

SRI SUMIRAT,. S.H
NIP. 197304152006041002

PERKARA

[

. MAHDI RAHMAN,.S.H
. SRININTA MUTIARA

N

PANITRA PENGGANTI

MARTADINATA, S.H,.M.H

SARAGIH, S.H
3. MAHA PUTRA WISNU
WARDANA, A.Md, AB.
4. AMIRUDIN

STAF PANMUD

STAF PANMUD
HUKUM

i

. SEKAR AYU PUTRI, S.H

. INDRI DAME YULINAR
SIBARANI, S.H.

3. SUTAR

~

[

PISMAWATI, S.H,M.H

JURU SITA

NOVITA KRISTINAY,

@

BAMBANG HERMANTO C, S.H

SEKERTARIS

KEPALA SUB BAGIAN

S.Kom,.M.H.

Eal

LIDYA FEBRIANI, SH.M.H

WANSERI, S.H,M.H
NIP. 196808051990031004

KEPEGAWAIAN
ORGANISASI DAN TATA

EKA SEPTIANINGSIH,

S.T,.M.H.

o

. HENI PRAWASTI, A.Md.

KEPALA SUB BAGIAN PERRENCANAAN

EGA WELDA PUTRI, S.H,.M.H

TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PELAPOR

FITRI HERLINA, S.H,.M.H
NIP. 197403032006042001

DAME MARIA SIHOMBING,.S.Kom

( penata layanan oprasional )

DERI PRADITYA,. S.Kom.
( penata layanan oprasional )

ROBERT BOUZEN,
S.T.S.H.M.H

SUTARIO AREKO
( penata layanan oprasional )

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEUANGAN

FEITY MEIRYANA,. SH,.M.H
NIP. 198605282006042002

BIANSA
( penata layanan oprasional )

YOERICAD TODHOSADHAB SITOGANG,

( penata lavanan oprasional )

FAISAL ABDUL AZIZ, S.Ak.
( penata layanan oprasional )

JABATAN FUNGSIONAL

SONI DESMANTO, S.Sos.
( Analisis kepegawaian ahli pertama)

FETTY ERVINA, SE.
( Pranata keuangan APBN )

ASIH RAHMADEWI, AMd.S.I
( Arsiparis terampil )




